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ABSTRAK 
Angkutan di jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan. Sebagai bagian dari 
sistem transportasi nasional, angkutan jalan bertujuan sebagai penghubung berbagai kota dan pulau yang 
ada di Indonesia. Masalah yang paling penting dalam kaitannya dengan pengangkutan di jalan adalah 
masalah limit ganti rugi yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti kerugian 
kepada pengguna jasa yang mengalami kecelakaan atau kehilangan barang yang terjadi selama 
penyelenggaraan pengangkutan di jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tanggung 
jawab perusahaan angkutan di jalan dalam memberikan ganti kerugian  dan limit yang diberikan kepada 
pengguna jasa angkutan jalan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 
normative yang bersifat deskriptif dengan bersumber pada data sekunder yang dianalisis  secara kualitatif  
dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tanggung jawab 
perusahaan angkutan di jalan dalam memberikan memberikan ganti kerugian memang diatur dalam Pasal 
192 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaln, akan 
tetapi ketentuan mengenai besarnya limit tanggung jawab pengangkut untuk memberikan ganti kerugian 
yang diatur dalam Pasal 192 ayat (2) dan Pasal 193 (2) UU No.22 Tahun 2009 tidak memberikan ketentuan 
yang tegas berapa jumlah yang pasti yang harus diberikan kepada pengguna jasa, dan sampai tulisan ini 
dibuat Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut limit ganti ruginya belum dikeluarkan. 
Kata Kunci: Angkutan Jalan, Limit Ganti Rugi. 
 
I. PENDAHULUAN 
Transportasi di jalan merupakan bagian dari transportasi yang ada di Indonesia bersama dengan angkutan 
kereta api, angkutan udara dan angkutan laut yang bertujuan sebagai penggubung berbagai kota dan pulau 
yang ada di Indonesia (Penjelasan Umum Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
danAngkutan Jalan). Masalah yang paling penting dalam kaitannya dengan pengangkutan di jalan adalah 
masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti kerugian kepada 
pengguna jasa penumpang maupun pengirim barang yang mengalami kecelakaan atau kehilangan barang 
yang terjadi selama penyelenggaraan pengangkutan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, 
dalam kecelakan-kecelakaan yang terjadi dalam penyelenggaran angkutan umum di jalan sering dikeluhkan 
oleh para penumpang yang mengalami kecelakaan, baik yang menimbulkan luka, luka berat maupun yang 
meninggal serta kerugian, kerusakan atau musnahnya barang yang diangkut, batas atau limit ganti kerugian 
yang diberikan oleh pengangkut tidak ada standar atau aturan yang jelas, sehingga hal ini menimbulkan 
masalah.  
 
II. PERMASALAHAN 
Bagaimanakah tanggung jawab pengangkut di jalan terhadap pengguna jasa menurut Undang-undang 
No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimanakan limit ganti kerugian yang 
diberikan oleh perusahaan angkutan di jalan kepada pengguna jasa? 
 
III.METODOLOGI PENELITIAN 
Untuk menjawab permasalahan yang diajukan, maka metode yang dipergunakan terdiri dari: 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan 
norma-norma hukum dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan 
sekunder (Soerjono Soekanto, 3: 1996). Objek yang dianlisis adalah peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkutan di jalan dan limit ganti kerugian yang diberikan 
oleh pengangkut terhadap pengguna jasa.  
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, (Soerjono Soekanto, 32: 1996) yaitu memberikan gambaran terhada 
tanggung jawab pengangkut dalam memberikan limit ganti kerugian kepada pengguna jasa. 
3. Sumber Data 
 Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu terbatas pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
4. Analisis Data 
Berdasarkan data sekunder, dilakukan analisis secara kualitattif yaitu menganalis tanggung jawab 
perusahaan pengangkutan di jalan dalam membayar ganti kerugian berdasarkan limit yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. 
5. Penarikan Kesimpulan 
Dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari pernyataan yang bersifat 
umum(Soerjono Soekanto, 69: 1996). Dari asas-asas konsep yang bersifat umum dari tanggung jawab 
pengangkut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu itu mengenai tanggung jawab 
pengangkut dan besarnya limit ganti kerugian yang diberikan oleh pengangkut di jalan terhadap 
pengguna jasa.  
 
IV. PEMBAHASAN 
Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) tidak diatur mengenai 
definisi pengangkutan. Dalam  UULAJ hanya diatur mengenai definisi perusahaan angkutan umum yaitu 
“badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendraaan bermotor umum” 
(Pasal 1 butir (21) UULAJ; Pengguna jasa adalah “perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa 
perusahaan angkutan umum”(Pasal 1 butir (22) UULAJ) dan  penumpang  yaitu “orang yang berada 
dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan“(Pasal 1 butir (25) UULAJ. Definisi pengangkutan dapat 
diketahui dari HMN Purwosutjipto bahwa “pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara 
pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 
barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban 
pengirim ialah membayar ongkos angkut” (HMN Purwostjipto, 3: 1992). Adanya penyelenggaraan 
pengangkutan tersebut antara pengangkut dengan pengguna jasa harus memenuhi syarat sahnya perjanjian 
yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menentukan bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian 
diperlukan empat syarat, kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecapakan untuk membuat suatu 
perikatan; suatu hal yang tertentu dan sebab yang halal”. Selain ketentuan mengenai definisi dan keharusan 
adanya syarat sahnya perjanjian dalam penyelenggaraan angkutan umum di jalan, harus juga memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan dalam Unndang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, yaitu: 
1. Pasal 186: “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati 
perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau 
pengirim barang”. 
2. Pasal 188: “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau 
pengirm barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”. 
3. Pasal 189: “Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188”. 
4. Pasal 192 ayat (1): “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita 
penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh 
suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang”. 
5. Pasal 192 ayat (2): “Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang 
nyata-nyata dialami  atau bagian biaya perawatan”.  
6. Pasal 192 ayat (5): “Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan Peraturan 
Pemerintah”. 
7. Pasal 193 ayat (1): “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengirim 
barang karena musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa 
musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau 
dihindari atau karena kesalahan pengirim”. 
8. Pasal 193 ayat (2): “Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang 
nyata-nyata dialami”. 
9. Pasal 193 ayat (5): “Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan Peraturan 
Pemerintah”. 
 
Berdasarkan data sekunder yang telah dihimpun dapat dilakukan pembahasan bahwa kebutuhan 
masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum di jalan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting 
 untuk mobilisasi(Siti Nurbaiti, 94: 2009). Sesuai dengan definisi pengangkutan yang dikemukakan oleh 
HMN Purwosutjito bahwa pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan 
pengguna jasa. Berdasarkan definisi tersebut, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya 
masing-masing. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat 
tujuan tertentu dengan selamat (Pasal 186), mengganti kerugian yang diderita pengguna jasa (Pasal 188 
UULAJ); wajib mengasuransikan tanggung jawabnya (Pasal 189 UULAJ) dan berhak atas biaya angkutan. 
Sebaliknya kewajiban pengguna jasa adalah  membayar biaya angkutan dan berhak untuk diangkut sampai 
ditujuan dengan selamat (Pasal 186 UULAJ); berhak untuk mendapatkan ganti kerugian (Pasal 188 jo Pasal 
192 ayat (1) UULAJ)). Adapun limit ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pengangkut ditentukan dalam 
Pasal 192 ayat (2) yang menyebutkan “Kerugian dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami  
atau bagian biaya perawatan”. Dalam penjelasan ayat nya tidak dijelaskan pengertian kerugian yang nyata 
dialami, selain itu juga tidak diatur mengenai perhitungan kerugian bagi penumpang yang mengalami cacat 
tetap. Dengan demikian, ayat tersebut masih mengandung kelemahan, karena “perhitungan yang nyata-nyata 
dialami” itu ditujukan kepada penumpang yang meninggal dunia. Padahal ganti kerugian yang dihitung 
berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami, tidak dapat diterapkan kepada penumpang yang meninggal 
dunia, karena jiwa seseorang tidak dapat dihitung kerugiannya. Sedangkan bagi penumpang yang mengalami 
luka-luka, perhitungannya didasarkan pada biaya perawatan sudah jelas. Pasal 192 ayat (5) UULAJ telah 
ditentukan “Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 
Akan tetapi ketentuan tersebut sampai tulisan ini dibuat yang akan mengatur besarnya ganti kerugian 
terhadap penumpang yang meninggal dunia, luka-luka maupun cacat tetap, yang mengatur batas minimal dan 
batas maksimal ganti kerugian yang secara jelas dan terperinci belum ada, inilah yang menjadi alasan jika 
terjadi kerugian sampai penumpang meninggal dunia, bagi perusahaan angkutan yang secara semena-mena 
menentukan  limit ganti kerugiannya, karena aturannya yang tidak jelas menjadi peluang bagi pengangkut 
untuk bebas menentukan berapa limit ganti kerugiannya. Begitu juga dengan limit tanggung jawab 
pengangkut terhadap pengirim barang sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UULAJ bahwa 
“Kerugian terhadap barang dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami” dan Pasal 193 ayat (5) 
bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah” belum 
juga ada peraturan pemerintahnya. 
 
V. SIMPULAN 
Berdasarkan uraikan yang dikemukakan dalam pokok permasalahan yang terdapat dalam pendahuluan, 
maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah: 
1. Pengaturan Tanggung jawab Pengangkut terhadap penumpang dan pengirim barang walaupun sudah 
diatur dalam Pasal 188, Pasal 192 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) UULAJ tetapi ketentuan tersebut masih 
mengandung kelemahan karena kalimatnya masih mengandung penafsiran dan tidak jelas; 
2. Limit Ganti rugi yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) UULAJ juga masih 
mengandung kelemahan, karena tidak diatur secara terperinci dan tegas limit ganti rugi yang harus 
dibayar oleh perusahaan angkutan dan sampai tulisan ini dibuat Peraturan Pemerintah yang akan 
mengatur lebih lanjut limit ganti ruginya belum dikeluarkan. 
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